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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif - -
<@ Ba’ B Be
<& Ta’ T Te
& Sa’ S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha’ H Ha dengan titik di bawah
¢ Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet dengan titik di atas
B) Ra’ R Er
J Zai Z Zet
s Sin S Es
o Syin Sy Esdan ye
o Sad S Es dengan titik di bawah
Ua Dad D De dengan titik di bawah
L Ta T Te dengan titik di bawah
5 Za Z Zet dengan titik di bawah
¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Fa
3 Qaf Q Qi
i Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
O Nun N En
E) Wau W We
° Ha’ H Ha
e Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye
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Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda ().

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
| kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya’ ai adan i
¥ fathah dan wau au adanu
Contoh:
Gs o kaifa
J s :rhaula
. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& ... |\ ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
E dammah dan wau u u dan garis di atas




Sl : mata

=] :rama
s : qila
Stad : yamutu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua, yaitu ta@’ marbitah yang
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkanza marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbitah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

J,@‘YB‘ iz3; o - raudah al-atfal
a_pll aasdi : al-madinah al-fadilah
3 S - al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda fasydid ( =), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

i_;;} > rabbana
[Ehe ! najjaind
d_,‘_ﬁ : al-haqq
\,;_‘,L," T nu’ima

as .

pEv »‘aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:
lok . ‘Alf (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
e : ‘Arabi (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)



6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
hurufd\(alif lam ma rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah
maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
SN - al-syamsu (bukan asy-syamsu)
g : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
252 e . al-falsafah
SM : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif.
Contoh:
O3 > ta’murina
Fidi : al-nau’
) s syai’un
L > umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan
bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau
lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut
cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an),
alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Xi



Syarh al-Arba’in al-Nawawr
Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah
9. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muddafilaih (frasa nominal),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:

A s Al
dinullah billah

Adapunta’marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

& 355 2 A hum f7 rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A
dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan
rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran

Xii



Nasir al-Din al-Tiist

Nasr Hamid Abiu Zayd

Al-Tafi

Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abi (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh :

Abu al-Walid Muhammad ibn
Rusyd, ditulis menjadi: lbnu
Rusyd, Abi al-Walid Muhammad
(bukan: Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta‘ala

SAW. = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

AS = ‘Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

| = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W = Wafat Tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Dinda, 2024. “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”, Skripsi Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Palopo. Dibimbing oleh Abd. Kadir Arno

Skripsi ini membahas tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Dengan tujuan
penelitian yaitu Untuk mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo
dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui strategi yang dapat
dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo.
Untuk mengetahui peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung
optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik
observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk
mengambil data dalam penelitian ini ialah telephone seluler, kamera dan pedoman
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan
verifikasi dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penelitian ini menemukan bahwa Kota
Palopo memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Hasil menunjukkan bahwa pajak hotel, restoran,
dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber utama penerimaan yang dapat
dimaksimalkan. 2. Bedasarkan analisis SWOT Strategi yang dapat digunakan yaitu
penguatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan akses pembayaran, peningkatan
program edukasi untuk kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak, serta
pengembangan sistem keamanan data yang handal untuk menjaga kepercayaan
masyarakat. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai
efektivitas program serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan
masyarakat sangat penting dalam optimalisasi pajak dan retribusi. Hasil menunjukkan
bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman baik tentang manfaat pajak cenderung
lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, kemudahan akses
pembayaran pajak, termasuk penerapan sistem online, berhasil meningkatkan tingkat
kepatuhan

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

XiX



ABSTRACT

Dinda, 2024. “Optimization of Local Tax Revenue and Regional Retribution in
Increasing Local Revenue in Palopo City,” Thesis of the Sharia Economics Study
Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute of
Palopo. Supervised by Abd. Kadir Arno.

This thesis discusses the optimization of local tax revenue and regional retribution in
increasing local revenue in Palopo City. The objectives of the research are to identify the
potential of local taxes and retributions in Palopo City for increasing Local Revenue
(PAD), to determine the strategies that can be implemented to optimize local tax and
retribution revenues in Palopo City, and to explore the roles of the community and local
government in supporting the optimization of local taxes and retributions in Palopo City.

The research employs a descriptive qualitative approach. Data sources are obtained from
primary and secondary data using observation and interviews. The research instruments
used for data collection include mobile phones, cameras, and interview guidelines. The
data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, verification,
and conclusion.

The results of this research indicate that: 1. The study finds that Palopo City has
significant potential in increasing Local Revenue (PAD) through the optimization of local
taxes and retributions. The results show that hotel tax, restaurant tax, and Land and
Building Tax (PBB) are the primary sources of revenue that can be maximized. 2. Based
on the SWOT analysis, the strategies that can be implemented include strengthening
technological infrastructure to improve payment access, enhancing educational programs
to raise public awareness about tax obligations, and developing a reliable data security
system to maintain public trust. Additionally, regular monitoring and evaluation are
necessary to assess the effectiveness of the programs, along with providing incentives for
taxpayers who pay on time. 3. The results indicate that collaboration between local
government and the community is crucial for optimizing taxes and retributions. The
findings show that communities with a good understanding of the benefits of taxes tend to
comply more with their obligations. Moreover, the ease of access to tax payments,
including the implementation of an online system, has successfully improved compliance
rates.

Keywords: Optimization, Local Tax, Regional Retribution, Local Revenue (PAD)
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan
di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan
pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah
dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang
diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah.*

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dimana melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi
kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus
dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Dengan
demikian, potensi ekonomi di suatu daerah akan tersebar dengan menyeluruh
sehingga kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang kuat.
Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah

peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan, demokrasi dan

! HartinaHusein. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)." Accounting Research Unit (ARU
Journal) 2.2 (2021): 1-10.



penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.?

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang salah satunya adalah
kebijakan dalam bidang ekonomi, memiliki tanggung jawab penuh untuk
menciptakan perekonomian daerahnya sendiri sehingga dapat diharapkan untuk
setiap daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten lebih mandiri dalam
membiayai segala aktivitas daerahnya masing-masing. Setiap daerah harus
lebih selektif dalam mengelola dan mengeluarkan biaya administrasinya.
Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak efisien dan efektif agar
pengelolaan daerahnya lebih terkonsentrasi dan bisa mencapai sasaran yang
telah ditentukan.®

Keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu tolok ukur
keberhasilan pembangunan secara keseluruhan atau nasional. Untuk
menunjang keberhasilan pembangunan daerah diberlakukan otonomi daerah
melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Otonomi daerah adalah kewenangan serta kewajiban setiap daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu
tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
menghadirkan kemandirian daerah. Salah satu ciri utama otonomi daerah,

sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

2 Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan
Aplikasinya. Sinar Grafika, 2022.

® Mulatsih. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020." Jurnal IImiah Manajemen,
Ekonomi, & Akuntansi (Mea) 6.3 (2022).



tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah daerah
otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan, mengelola serta memakainya sendiri untuk pembiayaan
pembangunan daerah.”

Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah
Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai
pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah
penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan
semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan
pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan
keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut
untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri. Maka dari itu
pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan mereka
untuk meningkatkan PAD mereka yang nantinya akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran atau belanja daerah.’

Berbicara masalah tentang PAD, tentu kita akan terfokus pada dua aspek
utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi
lain yang termasuk dalam PAD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada
permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD yang
disebabkan oleh berbagai faktor. Secara administrasi pengelolaan PAD belum

dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur

* Sauyai, Alexanderina, Debby Ch Rotinsulu, And Krest D. Tolosang. "Analisis
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Sorong Tahun 2014-2019." Jurnal Berkala limiah Efisiensi 22.1 (2022).

% Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. Pajak daerah dalam pendapatan asli
daerah. Deepublish, 2018.



pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib
administrasi. Selain itu hambatan dalam mengelolah PAD adalah kurangnya
kapasitas dan kapabilitas aparat,lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan
serta perlunya sistem dan prosedur administrasi.®

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting
untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata,
serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah mencakup semua
aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.
Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi
dalam bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam
rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya.’

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah
daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan
rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai
pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan
ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang
wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan
perundangundangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat.®?

® Tri Suci Ine,. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok
Utara). Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022.

” Permayanti, Yanti. Pengaruh Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Kabupaten
Tasikmalaya. Diss. Universitas Siliwangi, 2020.

® 1. Putu Agus Sudarmana, dan Gede Mertha Sudiartha. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan
Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.” E-Jurnal
Manajemen Universitas Udayana 9.4 (2020).



Kota Palopo sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat
beragam, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, dan peternakan. Untuk
mengembangkan semua itu, membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam
membiayai pelaksanaan pemerintah. Untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka PAD
harus ditingkatkan, yaitu salah satunya dengan upaya peningkatan pajak daerah
yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, dengan
melaksanakan kegiatan pengelola pajak daerah. Meliputi pendataan potensi,
subjek dan objek pajak daerah. Tentunya pula dengan meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

GRAFIK 1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA PALOPO

TAHUN 2019-2023
H PAJAK DAERAH H RETRIBUSI DAERAH

104,22%

89,699

2019 2020 2021 2022 2023
PAJAK DAERAH 0 89,69% | 102,20% | 91,72% 87,96% 78,54%
RETRIBUSI DAERAH 0 104,22% | 113,15% | 77,56% 58,25% 80,33%

Sumber: kantor badan pendapatan daerah kota palopo
Pada grafik mengenai pajak daerah dan retribusi daerah kota palopo
tahun 2019-2023, untuk pendapatan pajak daerah di tahun 2019 sebesar

86,69% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,15% namun



pada tahun 2021 sampai 2023 pendapatan pajak daerah terus mengalami
penurunan.

Selanjutnya, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar
104,22%. Pada tahun 2020, pendapatan tersebut mengalami peningkatan
sebesar 8,3%. Namun, pada tahun 2021, pendapatan mengalami penurunan
yang sangat pesat sebesar 35,59%. Di tahun 2022, pendapatan juga mengalami
penurunan sebesar 19,31%, tetapi dibandingkan dengan tahun 2022,
pendapatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 22%.

Fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam penelitian
"Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo™ dilakukan karena kedua sumber ini
merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan
retribusi mencerminkan potensi ekonomi lokal dan memiliki dampak langsung
terhadap pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Dengan
mengoptimalkan pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan
kapasitas pengelolaan keuangan, memperbaiki administrasi perpajakan, dan
mengidentifikasi potensi yang belum dimanfaatkan. Hal ini diharapkan dapat
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan

daerah yang berkelanjutan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk
diteliti karena merupakan komponen sumber penerimaan pendapatan daerah

guna menyelenggarakan dan membangun daerah untuk menjalankan otonomi



daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis bagaimana cara memgoptimalisasikan
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terutama di kota palopo yang
merupakan kota yang kaya akan potensi besar didalamnya. Berdasarkan latar
belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk
mengangkatnya kedalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Palopo”.
. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu difokuskan pada aspek
optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Palopo
sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini
akan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama
terkait dengan kapasitas administrasi, efektivitas pemungutan, serta mekanisme
pengelolaan pajak dan retribusi. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup data
pajak daerah dan retribusi dari tahun 2019 hingga 2023 untuk memperoleh
gambaran yang jelas mengenai pola penerimaan serta faktor-faktor yang
memengaruhi optimalisasi PAD.
. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menyusun rumusan
permasalahan dibawah:
1. Bagaimana potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam

meningkatkan pendapatan Asli Daerah?



2. Bagaimana strategi yang dapat  dilakukan untuk mengoptimalkan
penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo?
3. Bagaimana peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam
mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo?
. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang tertera maka
tujuan penelitian ialah:
1. Untuk Mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam
meningkatkan pendapatan Asli Daerah
2. Untuk Mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan
penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo.
3. Untuk Mengetahui peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam
mendukung optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo.
. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:
1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai pajak dan retribusi
terhadap PAD khususnya di Kota Palopo.
2. Bagi akademisi, Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian
ini untuk dijadikan salah satu literatur/referensi untuk membuat skripsi yang
jauh lebih sempurna, serta bagi para pembaca untuk meningkatkan

pengetahuan seputar inklusi keuangan. Penelitian ini juga dapat digunakan



untuk memotivasi agar dapat melakukan pengembangan penelitian terkait
Pendapatan Asli Daerah

. Bagi pemerintah serta pemegang kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat
memberi sumbangsi guna meningkatkan kinerja dalam memanfaatkan pajak
daerah dan retribusi daerah sehingga hasil pemanfaatannya sesuai dengan

apa yang diharapkan.
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KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sitti  Fatimah, Jamaluddin Ahmad, dan Muhammad Nur dalam
penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi
Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil
penelitian  tersebut menyimpulkan bahwa strategi intensifikasi dan
ekstensifikasi yang diterapkan pemerintah daerah dalam rangka
mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten
Sidenreng Rappang belum maksimal. Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan
pajak dan retribusi daerah yang tidak mencapai target pada tahun 2022 bahkan
mengalami penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor
pendukung optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah meliputi;
tersedianya landasan hukum, PAD dikelola oleh lembaga khusus (Bapenda),
memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi, Sementara itu faktor-faktor
penghambat meliputi rendahnya tingkat kesadaran sebahagian wajib pajak,
keterampilan petugas pajak masih kurang, sanksi kurang tegas, pengawasan
lemah, dan minimnya insentif bagi petugas pajak.® Persamaan penelitian A Sitti
Fatimah, Jamaluddin Ahmad, dan Muhammad Nur dengan penelitian yang

sedang berlangsung yaitu sama-sama membahas tentang optimalisasi pajak dan

° Asep Setiawan Hani Handayani, ‘Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah’, Jurnal Ilmiah Aset, 7.1
(2019), Pp. 24-33.
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retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Adapun perbedaannya terletak
pada subjek, waktu dan lokasi penelitian

Sartono, Zulkifli dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Dan
Efisiensi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah”. Metode
yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa Pajak dan retribusi daerah memiliki peranan yang sangat
penting. Efektifitas dan efisinesi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
bisa memberikan keuntungan tersendiri kepada pemerintah daerah untuk
menyeimbangkan neraca keuangan dalam membangun kesejahteraan
masyarakat di daerah. Selain itu bisa membantu mempercepat pembangunan
perekonomian masyarakat di daerah dan juga di tingkat nasional. Penelitian ini
dilakukan guna mengetahui tingkat efisiensi dan juga efektifitas dari kontribusi
pajak dan retribusi daerah. Penemuan empiris menghasilkan tingkatan
pencapaian yang menghasilkan bahwasanya pajak daerah memiliki peran yang
sangat efektif dan juga efisien. Begitu juga dengan retribusi daerah yang
menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang efektif
untuk pendapatan daerah.'® Persamaan penelitian Sartono, Zulkifli dengan
penelitian yang sedang berlangsung yaitu sama sama menggunakan metode
penelitian kualitatif. serta membahas tentang Pajak dan retribusi daerah.
Adapun perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

Regina Trisnasari, Suci Nasehati Sunaningsih dalam penelitiannya yang

berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan retribusi daerah Terhadap

19 Sartono Sartono and Zulkifli Zulkifli, ‘Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Dan Retribusi
Daerah Terhadap Pendapatan Daerah: Literatur Review’, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana, 5.2 (2023), hal.2
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Pendapatan Asli Daerah”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan yang
fluktuatif. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh dari kontribusi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya. Komposisi dari masing-masing
sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020
mengalai pertumbuhan yang berbeda-beda penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Magelang yang tidak stabil dan mulai mengalami peningkatan pada
tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan
penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hanya
saja di tahun 2020 dalam pandemic Covid-19 mengakibatkan penurunan
penerimaan pajak daerah, tetapi masih dapat dikatakan bahwa pertumbuhan
pajak daerah Kabupaten Magelang cukup potensial. Hal ini menunjukkan
bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap
pemungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerahnya karena sangat
berpengaruh kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah'!. Persamaan
penelitian Regina Trisnasari, Suci Nasehati Sunaningsih dengan penelitian
yang sedang berlangsung yaitu sama-sama membahas mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah dan sama-sama menggunakan
metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi

penelitian.

1 Regina Trisnasari and Suci Nasehati Sunaningsih, ‘Analisis Kontribusi Pajak Dan
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah’, Gorontalo Accounting Journal, 5.1 (2022),
hal.1
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Ma’ruf Akib, Wahyudi Umar, Marjani dalam penelitiannya yang
berjudul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui
Optimalisasi Pajak Dan Retribusi di Kota Kendari”. Metode yang digunakan
adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan di antara wajib pajak, perlu dilakukan
pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan dan menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkannya.
Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain penggunaan teknologi
informasi, analisis data dan pemodelan, penegakan hukum, kolaborasi antar
instansi, pemberdayaan masyarakat, evaluasi kebijakan, dan peningkatan
pelayanan publik. Dampak positif dari optimalisasi pajak dan retribusi antara
lain meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta
meningkatkan investasi di daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang
perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga
ahli, praktik korupsi, ketidakjelasan peraturan, tingginya tarif pajak dan
retribusi, serta kendala teknis dalam penerapan sistem informasi.'? Persamaan
penelitian Ma’ruf Akib, Wahyudi Umar, Marjani dengan penelitian yang
sedang berlangsung yaitu sama-sama membahas mengenai pendapatan asli

Adapun perbedaannya terletak pada subjek, waktu dan lokasi penelitian.

12 Ma’ruf Akib, Wahyudi Umar, and Marjani Marjani, ‘Strategi Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Di Kota Kendari’, Jurnal Al-
Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5.2 (2023),hal.1.
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B. Landasan Teori
1. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.™

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Otonom atau yang disebut daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan
batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yaitu “Pajak adalah iuran
kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapati prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

13 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’
<Http://Digilib.Unila.Ac.1d/4949/15/Bab li.Pdf>.

4 <Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah’, https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-
daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28 Tahun_2009_ Ttg PDRD.pdf.


https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf#:~:text=Pajak%20Daerah%2C%20yang%20selanjutnya%20disebut%20Pajak%2C%20adalah%20kontribusi,digunakan%20untuk%20keperluan%20Daerah%20bagi%20sebesarbesarnya%20kemakmuran%20rakyat.
https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf#:~:text=Pajak%20Daerah%2C%20yang%20selanjutnya%20disebut%20Pajak%2C%20adalah%20kontribusi,digunakan%20untuk%20keperluan%20Daerah%20bagi%20sebesarbesarnya%20kemakmuran%20rakyat.
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara
yang menyelesaikan pemerintahan.”® Dalam defenisi di atas lebih
memfokuskan pada fungsi budgeter daripada pajak, sedangkan pajak masih
mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.
Berikut ini beberapa kutipan pengertian pajak yang dikemukakan oleh
para ahli lainnya adalah sebagai berikut :
a) Pajak daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan
peraturan daerah itu sendiri, Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan
nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah, Tarif yang
ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah, Pajak yang dipungut dan
diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan
kepada Pemerintah Daerah, dan dibagi hasilkan dengan atau dibebankan
pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.*®
b) Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat
dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.
merumuskan pengertian pajakdaerah sebagai berikut: Pajak adalah prestasi
yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah,
menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa
public tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai

penggatinya.'’

>Santoso Brotodihardjo, Pengantar llmu Hukum Pajak, (Bnadung: Refika Aditama, 2003)

'8 Davey, K. Financing Regional Government, (London: Routledge, 2019), 34-35.

7 Santoso Brotodihardjo, Pengantar llmu Hukum Pajak, (Bnadung: Refika Aditama,
2003), 97
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c) Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan menyatakan Pajak adalah iuran
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat
ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*®

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak daerah adalah
Pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (penguasa publik),
Pemungutannya dapat dipaksakan, Pemungutannya mengikuti ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, Pembayarannya tersebut tidak
mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari pemerintah. Dengan
memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, nampaklah
bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu
mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri
yang melekat pada pengertian pajak adalah Pajak dapat dipungut berdasarkan
undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan,
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi
individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-
pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat
surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment, Pajak dapat pula

mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

18 Mardiasmo, Perpajakan: Konsep dan Aplikasi. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 15
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1) Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat
untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan
manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak
akan  mungkin  menghendaki  merosotnya  kehidupan  ekonomi
masyarakatnya.’® Sebagaimana telah diketahui ciri- ciri yang melekat pada
pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu
a) Fungsi penerimaan (Budgeter)

Merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function),
yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan
dana secara optimal ke kas negara berdasarkan UndangUndang Perpajakan
yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara
historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk
menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung
dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini,
pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai
berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.?

b) Fungsi mengatur (Regularend)

Merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak
dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal

mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan

19 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Penerbit andi, 2018), 5
2gijti Kurnia Rahayu & Sony Devano, Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu (Jakarta:
Penerbit kencana, 2006), 56
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dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena
fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu
fungsi budgetair.?
2) Jenis Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dibedakan antara jenis
pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh
kabupaten/kota. Penjelasan secara rinci mengenai deskripsi umum, cakupan
obyek, subyek, wajib pajak dan pengecualian dari obyek serta tarif dari pajak
provinsi dan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Jenis pajak
provinsi terdiri dari:*
a) Pajak Provinsi
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua
kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Subyek Pajak
Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau

menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah

2l Emy Iryanie, Phaureula Artha wulandari, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli
Daerah 2018,hal 40.

22 Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah’, Sekretariat Negara, 14, 2000, pp. 1-20
https://peraturan.bpk.go.id.
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orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan
bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili
oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.?®
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha jadi objek
pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan
kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan
konsulat asing. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
Obyek bea ini meliputi kendaraan di atas air yang digunakan untuk
kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2
pk, dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m3 atau kurang dari 7 gt atau yang
digunakan untuk kepentingan pesiar perseorangan (meliputi yachtlpleasure
ship/sporty ship) dan untuk kepentingan angkutan perairan daratan.
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan
terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, gas) untuk menggerakkan

kendaraan bermotor. Jadi yang menjadi Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan

2% Lishon Sirait, Direktur Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan, Pedoman Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, (2019), 22.
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Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor (bensin, solar, dan bahan
bakar gas) yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan
bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
Selanjutnya subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
bahan bakar kendaraan bermotor.
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak
atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan
bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga
dan pertanian rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan
adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut.
Kemudian karena sumberdaya air bawah tanah dan air permukaan biasanya
tersebar di beberapa wilayah tingkat 11, maka baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah tingkat satu tetap berwenang mengatur organisasi
pengelolaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku.**
5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

pemerintah. Rokok yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, Pemungutan

%% Richard Burton Wirawan B. Ilyas and Judul Asli, Hukum Pajak Penerbit Salemba
Empat, 2007 hal,1.
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pajak rokok dilakukan oleh kantor Bea Cukai Bersama dengan pemungutan
Cukai Rokok. Cukai Roko adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap
Rokok.?
b) Pajak Kota/Kabupaten
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan;
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7) Pajak Parkir;
8) Pajak lain-lain.?®
c) Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang pemungutannya berpangkal kepada
diri orangnya, dimana keadaan diri Wajib Pajak yang bersangkutan dapat
memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.Sedangkan Pajak
Obijektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya,
di mana pajak-pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan-perbuatan, dan
kejadian yang dilakukan atau yang akan terjadi dalam wilayah negara dengan

tidak mengindahkan tempat kediamannya ataupun sifat subjeknya.

% Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang
Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, 2013

%6 pasal 2 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
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2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi
daerah Pasal 1 ayat (64) ,Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.”’

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya
secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu
hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah
satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit
yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan
pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi
yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak memilih pelayanan
kesehatan yang diinginkannya.?

Menurut Himmawan dan Wabhjudi retribusi daerah adalah pembayaran
yang sah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dipungut secara khusus
yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikategorikan sebagai sumber
pendapatan asli daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memiliki peran sangat penting

2" UU NO0.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2005,hal 5-6.
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karena dapat menguntungkan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan
daerah yang dimanfaatkan untuk keperluan masing-masing daerah tersebut.?®

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan retribusi daerah
ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi objek retribusi. Meskipun
tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut
retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan
sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (1)
menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa
tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai
objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan,
yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (sama dengan objek
retribusi menurut UU No. 18 Tahun 1997). Hal ini membuat objek retribusi
terdiri dari 3 (tiga) kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini:*

1) Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

®Marlin, Eva, and Widya Pratiwi. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo." Jurnal Administrasi Sosial dan
Humaniora 5.2 (2021): 215-225.

® Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2005,hal 5-6.
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umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.dengan kriteria-
Kriteria sebagai berikut:
a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atau retribusi perizinan tertentu
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi
c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan
dan kemanfaatan umum
d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya
f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan
tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik
2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta dengan kriteria-kriteria sebagai
berikut:
a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa

umum atau retribusi perizinan tertentu.
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b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah
3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dengan Kkriteria-
Kriteria sebagai berikut:
a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum; dan
c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut
dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif 38 dan pemberian izin
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan.*
4) Tata Cara Penarikan dan Tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26

pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses

%! abdul kadir, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Prerspektif Otonomi Daerah,
Analytical Biochemistry (2009).
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pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun,
dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintahan daerah tidak boleh
bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,
pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu
yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan
sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan
dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang
terutang, pengawasan penyetoran, dan penagihan retribusi.

Berikut ini adalah tata cara pemungutan retribusi daerah diatur
UndangUndang Republik Indonesia Tahun 2009:*

a) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

b) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.

c) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD (Surat Tagih Retribusi Daerah).

d) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denda peraturan
kepada daerah

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

%Fazaki, Rifaul. Tinjauan Yuridis Terhadap Restribusi Parkir dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Diss. UIN Ar-Raniry, 2020.
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Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal layat 18
bahwa “Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah” hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah,
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi.®

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan
daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah® Sementara menurut Darise Pendapatan
Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah®.

Pendapatan asli daerah menurut UU No0.33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1
dan 2 menyatakan bahwa:

1) PAD bersumber dari:
a) Pajak Daerah
Menurut Undang —Undang Nomer 34 tahun 2000 tentang pajak daerah

didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, CWL Publishing Enterprises,
Inc., Madison, 2004, <Http://Onlinelibrary.Wiley.Com/Do0i/10.1002/Cbdv.200490137/Abstract>.

% Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta: Penerbit
Andi, 2018),h. 132

* Nurlan Derise, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) (Jakarat:
Penerbit PT Indeks, 2008),h. 135
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badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Suparmoko pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada
pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung
dapat ditunjuk.

Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak
mendapat imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.**Adapun macam-macam pajak
daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terdiri dari:

1) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.

2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.

3) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

4) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan
ketentuan bahwa diwilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c, yaitu pajak atas
pengambilan bahan galian golongan ¢ sesuai dengan peraturan perundang —

undangan yang berlaku.

*®Nur, Ramadya Putri. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (Pap)
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2020-2022." (2023).
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6) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat
parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

7) Pajak Air Tanah

8) Pajak Sarang Burung wallet

9) Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*’

b) Retribusi daerah

Menurut Saragih (2003), Retribusi Daerah adalah “pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang
pribadi atau badan”.*® Dalam UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 26
menyebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Devas
mengatakan, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting,

hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah.

¥ Ririn anggreani “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap
Belanja Daerah Di Parepare” Skripsi Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Parepare Parepare 2022,h.13

% Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi,
(Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003),h.65
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Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 13 disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.
c¢) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan
hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolan
APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian dibagihasilkan kepada
pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah,
hal tersebut merupakan PAD diperoleh dari pengelolaan kekaayaan daerah
yang dipisahkan. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak terbatas pada
badan usaha milik daerah (BUMD) saja, tetapi dapat pada badan usaha milik
negara (BUMN), perusahaan milik swasta, atau kelompok usaha masyarakat®®

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini
dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

¥ Mochamad Novelsyah Icuk Rangga Bawono, Tata Cara Penatausahaan Dan
Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,
2012),h.15-16



31

C. Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan serangkaian konsep dan juga kejelasan
hubungan antar tiap konsep tersebut yang dirumuskan seorang peneliti tentang
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, dengan cara peninjauan
teori yang telah disusun serta hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu yang

saling berkaitan.

Optimalisasi penerimaan
pajak dan retribusi

\ 4 \ 4

Potensi pajak dan Strategi penerimaan pajak
retribusi daerah dan retribusi daerah

A 4

Peran masyarakat dan
pemerintah

A 4

Meningkatkan pendapatan Asli
Daerah Kota Palopo

Gambar 2.1 skema kerangka berpikir



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai pendekatan
yang diharapkan nantinya dapat membawa hasil yang terbaik. Adapun yang
dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara
holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.*
Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori
penelitian lapangan (field research).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mencari
peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga
mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan,
sekaligus cross checking terhadap bahan-bahan yang telah ada. Sebelum
melaksanakan penelitian, pada penelitian kualitatif merumuskan masalah
terlebih dahulu yang menjadi fokus penelitian. Akan tetapi, rumusan masalah
yang terdapat dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu.

Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk lebih

0 Indrawati, Metode Penelitian Kualitatif (Manajemen Dan Bisnis Konvergensi
Teknologi Informasi dan Komunikasi®, ed. By PT.Refika Aditama Bandung, (2018) : 224-226

(p.6)
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memahami gejala yang masih remang-remang, tidak, teramati, dinamis dan
kompleks, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam
situasi sosial tersebut.**

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pengguna logika induktif
dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan
dilapangan atau data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif
bercirikan informas iyang berupa ikatan konteks yang akan mengiring pada
pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena social.*?

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor
Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo yang terletak di JI. Andi Mas Jaya, Kel.
Boting, Kec. Wara, Kota Palopo.

B. Subjek/InformanPenelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling. Teknik
puposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan menggunakan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud,misalnya orang
yang dipilih karena dianggap paling tahu tentang hal yang akan diteiti atau
karena dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk
mengetahui berapa jumlah penghasilan pajak dan retribusi daerah dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya kota palopo % Pada

penelitian ini ada tiga informan yang digunakan yaitu:

1. Informan kunci: Kepala Badan Pendapatan daerah

* Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)®, Bandung : Alfabeta,
(2015):290.
*2exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (2019) : 65
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2. Informan utama: 5-10 orang staf dan pegawai yang bekerja di Badan
Pendapatan Daerah Kota Palopo. Jumlah ini dapat disesuaikan dengan
kebutuhan penelitian, tetapi idealnya mencakup pegawai yang memiliki
peran dalam pengelolaan dan administrasi pajak daerah, khususnya
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Informan Penunjang: Masyarakat wajib pajak (misalnya 15-20 orang)
yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Kota Palopo. Untuk fokus penelitian ini, informan penunjang
bisa dibatasi pada wajib pajak PBB saja agar lebih spesifik, tetapi bisa
ditambahkan juga jenis pajak lainnya jika diperlukan.

C. Sumber Data
Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer
yaitu sebagai berikut :
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari
sumbernya, diamati kemudian dicatat untuk pertama kalinya. Data primer
ialah data atau informasi yang diperolah dari sumber pertama baik itu
individu maupun kelompok misalnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Staf dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah di Kota Palopo |,
Masyarakat umum yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data kedua yang diperoleh dari sumber

data. Data sekunder ialah data primer yang sudah diolah sedemikian rupa
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untuk disajikan oleh pemngumpul data maupun pihak lain atau penunjang
yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Data ini dipeloreh melalui
sumber tertulis maupun tidak tertulis berupa dokumentasi dan dokumen-
dokumen resmi dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo atau
instansi yang terkait

D. Instrument Penelitian

Instrumen dalam penelitian sangat penting karena merupakan alat
yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif maka instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri.
Selanjutnya peneliti  mengembangkan instrumen sebagai instrumen
pelengkap setetelah jenis data jelas. Adapun isntrumen yang dimaksud yaitu
wawancara.

MenurutEsterberg dalam Sugiyono wawancara merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga
dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.*?

E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Metode observasi dengan melihat dan mendengarkan peristiwa atau
tindakan yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan
catatan atau alat bantu lainnya. Data yang diperoleh merupakan fakta atau

hasil pengamatan aktivitas pada objek penelitian. Metode observasi sebagai

% Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Cet 19 Jakarta :
Penerbit Alfabeta, Cv 2013)
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pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak
pada objek penelitian.
2. Wawancara
Dengan melakukan interaksi langsung, dimana data yang diperoleh
akan dijadikan dasar dalam menginterpretasikan, menemukan dan
menjawab permasalahan penelitian. Untuk wawancara mendalam dilakukan
secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-
masing. Dalam hal ini, Peneliti akan mewawancarai Kepala Badan
Pendapatan Daerah, Staf dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah di Kota
Palopo, Masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk
meneliti perkembangan yang kusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau
persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa, dan bagaimana. Adapun
menurut Suharsimi  Arikunto bahwa metode dokumentasi adalah cara
mencari tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku,
surat kabar, majala dan sebagainya.** Metode dokumentasi ini peneliti
gunakan untuk memperoleh data mengenai metode pengamatan yang
digunakan. Dengan metode ini akan menganalisa hasil praktik kerja

lapangan yang sedang berlangsung.

* Muhajirin, M., & Panorama, M. PENDEKATAN PRAKTIS; Metode Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif. Idea Press. (2017).
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk
mengetahui dan menganalisis bagaimana Optimalisai Penerimaan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Di Kota Palopo. Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman
mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data
penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (data reduction), paparan data (data
display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Analisis data
dilakukan dengan cara:
1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan
membuang yang tidak diperlukan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif
adalah temuan, maka jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang
berbeda ataubaru, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian penelitian
dalam melakukan reduksi data. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan
informasi melalui wawancara dengan responden untuk mengetahui
Optimalisai Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk
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memahami apa yang terjadi.
. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan yang muncul dari
data yang diuji sebenarnya, melalui pola dari hasil penelitian. Penarikan
kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam
menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau

setelah pengumpulan data.*”®

*> Mathew B. Miles, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Uii Press, 1992)



BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA
A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo ditetapkan sebagai kota otonom pada tanggal 10 April
2002 dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002.
Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 247,52 km2 dan terletak di pesisir
Teluk Bone, Sulawesi Selatan, dengan posisi geografis antara 2°53'-3°04'
LS dan 120°08’-120°17" BT. Secara administratif, Kota Palopo berbatasan
dengan Kabupaten Luwu di sebelah utara, Kabupaten Luwu Timur di
sebelah timur, Teluk Bone di sebelah selatan, dan Kabupaten Luwu di
sebelah barat.

Jumlah penduduk di Kota Palopo pada tahun 2020 tercatat sebanyak
186.569 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 754 jiwa per kmz2, Sebaran
penduduk Kota Palopo lebih banyak berada di Kecamatan Wara yang
merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dengan jumlah
penduduk sekitar 30% dari total penduduk Kota Palopo. Kecamatan yang
paling rendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sendana, yang hanya
sekitar 8% dari total penduduk.

Dilihat dari tingkat kepadatan, kecamatan dengan kepadatan tertinggi
adalah Kecamatan Wara Utara, yakni 1.254 jiwa per km?, sedangkan
Kecamatan Telluwanua memiliki kepadatan terendah dengan 394 jiwa per

km2, Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020), Kota Palopo mengalami

39
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laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56%, sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 1,49%.
Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi adalah
Kecamatan Bara dengan 2,35% per tahun, sementara pertumbuhan terendah
terdapat di Kecamatan Mungkajang dengan 1,05%.

Tabel 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun

2023
Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Kepadatan Penduduk
Penduduk (Jiwa/km?)

Wara 22,573 23,140 45,713 1,236
Wara Barat 17,265 18,140 35,477 1,175
Wara Selatan 12,745 13,036 25,781 1,069
Wara Timur 10,345 11,234 21,579 1,095
Wara Utara 15,876 16,784 32,660 1,254
Sendana 8,974 9,210 18,184 613
Bara 9,673 10,245 19,918 758
Telluwanua 7,125 7,542 14,670 394
Mungkajang 6,945 7,642 14,587 406
Total Kota 111,521 116,048 227,569 754
Palopo

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Palopo. (2023). Jumlah dan kepadatan penduduk Kota Palopo tahun 2023.
Pemerintah Kota Palopo

Kota Palopo terletak di pesisir Teluk Bone dan memiliki sejarah yang
panjang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Kerajaan Luwu. Kota
ini terus berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi dan pemerintahan di
Sulawesi Selatan. Palopo memiliki berbagai komoditas unggulan seperti

perikanan, pertanian, serta industri kecil seperti kerajinan tangan dan

6 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo. Kota Palopo dalam Angka 2020. Palopo:
BPS Kota Palopo, 2020
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pengolahan hasil bumi. Sebagai pintu gerbang wilayah utara Sulawesi
Selatan, kota ini juga menjadi pusat distribusi dan transportasi, dengan
pelabuhan laut yang berfungsi sebagai jalur penting perdagangan
antarpulau. Bandar udara terdekat dari Kota Palopo adalah Bandara Bua,
yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota
. Gambaran Umum Kantor Pajak Daerah Kota Palopo
Kantor Pajak Daerah Kota Palopo, yang berada di bawah naungan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, bertanggung jawab
untuk mengelola penerimaan pajak daerah dan retribusi di wilayah Kota
Palopo. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli
daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan
pelayanan publik di kota ini. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari
Kantor Pajak Daerah Kota Palopo:
a. Pengelolaan Pajak Daerah
Kantor Pajak Daerah mengelola berbagai jenis pajak yang
dikenakan di wilayah Kota Palopo, seperti Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Pajak-pajak ini menjadi salah satu
sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah kota.
b. Pelayanan dan Sosialisasi
Kantor Pajak Daerah juga memberikan pelayanan kepada
masyarakat terkait pembayaran pajak serta melakukan sosialisasi untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi



42

kewajiban perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk mendukung
target penerimaan pajak kota.
c. Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak
Kantor Pajak Daerah bertanggung jawab untuk melakukan
pendataan objek pajak di wilayah Kota Palopo serta memperbarui data
secara berkala. Pemutakhiran data ini memastikan bahwa semua objek
pajak terdaftar dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
d. Penegakan Hukum
Kantor Pajak Daerah berperan dalam menegakkan peraturan pajak
daerah melalui pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi bagi
wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan pendapatan daerah
dari sektor pajak berjalan optimal.
e. Pelaporan dan Evaluasi
Selain pengelolaan penerimaan pajak, Kantor Pajak Daerah juga
melakukan pelaporan berkala kepada pemerintah daerah terkait
pencapaian target penerimaan pajak serta melakukan evaluasi atas
strategi dan kebijakan pajak yang diterapkan.
Kantor Pajak Daerah Kota Palopo memiliki peran penting dalam
mendukung keberlanjutan pembangunan kota melalui pengelolaan dan
optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan berfokus pada

pelayanan yang efektif dan efisien, kantor ini berupaya untuk meningkatkan
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kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluli pembangunan yang

berkelanjutan.

Visi dan Misi
1. Visi
"Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang transparan, akuntabel, dan
berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Kota Palopo yang
mandiri dan sejahtera.”
2. Misi
1) Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah
Meningkatkan pengelolaan pajak dengan sistem yang efisien,
berbasis teknologi, dan mengikuti prinsip tata kelola yang baik (good
governance), sehingga mampu memberikan kontribusi optimal
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2) Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah yang Prima
Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah bagi
masyarakat wajib pajak melalui inovasi pelayanan berbasis digital
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
3) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam
membayar pajak melalui sosialisasi yang intensif serta mendorong

partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
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4) Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Pengawasan dan Penegakan
Hukum
Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara adil
terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk
meningkatkan kepatuhan dan keadilan perpajakan di Kota Palopo.
5) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan
Pajak
Mengembangkan sistem informasi perpajakan yang modern dan
terintegrasi guna mempermudah administrasi, pengawasan, serta
memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara
daring (online).
a. Potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam
meningkatkan pendapatan Asli Daerah
Kota Palopo, sebagai salah satu daerah berkembang di Sulawesi
Selatan, memiliki potensi yang besar dalam bidang pajak dan retribusi
daerah. Peningkatan sektor pariwisata, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi
memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui
berbagai sumber pajak dan retribusi. Dalam konteks ini, memahami dan
mengelola potensi pajak dan retribusi menjadi sangat penting untuk
mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
a. Pajak Daerah
1) Pajak Hotel

Kota Palopo memiliki sejumlah hotel yang terus berkembang
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seiring dengan peningkatan sektor pariwisata dan bisnis. Dengan adanya
berbagai acara dan festival yang menarik wisatawan, pajak dari sektor ini
memiliki potensi yang signifikan. Namun, tantangan muncul dari
rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban
pajak. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya
kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.

Tabel 4.2 Data Pajak Hotel

Tahun Target PAD/Penerimaan %
2020 450.000.000,00 357.996.317,00 0,79%
2021 850.000.000,00 373.603.986,00 0,43%
2022 950.000.000,00 420.586.114,00 0,44%
2023 850.000.000,00 669.810.884,00 0,70%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo
Tahun 2023

Berdasarkan data tabel, tahun yang paling optimal dalam
pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tahun 2020,
dengan persentase pencapaian sebesar 0,79%. Pada tahun tersebut, dari
target Rp450.000.000,00, terealisasi sebesar Rp357.996.317,00,
menjadikannya tahun dengan pencapaian persentase tertinggi
dibandingkan tahun-tahun lainnya. Meskipun tahun 2023 mencatat
penerimaan tertinggi sebesar Rp669.810.884,00 dengan target
Rp850.000.000,00, persentase pencapaiannya hanya mencapai 0,70%.
Sementara itu, tahun 2021 dan 2022 memiliki persentase pencapaian

yang relatif rendah, yaitu masing-masing 0,43% dan 0,44%. Dengan



46

demikian, dari segi persentase pencapaian target, tahun 2020 dapat
dikatakan sebagai tahun yang paling optimal, meskipun tahun 2023
menunjukkan peningkatan signifikan dalam nominal penerimaan.
Berdasarkan data di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa
perkembangan kontribusi pajak di sektor perhotelan Kota Palopo
menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan antara tahun 2020 dan
2023. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat
kepatuhan pajak yang rendah di kalangan pelaku usaha.
Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha perhotelan di
Kota Palopo, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum
memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pajak dalam
mendukung pembangunan daerah. Seorang pelaku usaha menyebutkan,
“Kami kadang merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak langsung
dirasakan manfaatnya bagi usaha kami atau lingkungan sekitar,
sehingga semangat untuk memenuhi kewajiban pajak masih
kurang.”47
Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek administrasi, ada persepsi
yang perlu diperbaiki terkait manfaat langsung pajak bagi sektor usaha
lokal. Pejabat pajak setempat juga menyoroti pentingnya edukasi terkait
pajak. Salah satu narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo
menyatakan,
“Kami berupaya melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung

kepada para pelaku usaha agar mereka memahami bahwa
kontribusi pajak mereka mendukung infrastruktur dan fasilitas

* Hasil wawancara dengan Pelaku Usaha Hotel Kota Palopo, 2024
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umum yang juga bermanfaat bagi bisnis mereka.”*®

2) Pajak Restoran

Kota Palopo memiliki sejumlah restoran yang terus berkembang
seiring dengan peningkatan sektor pariwisata dan bisnis. Dengan adanya
berbagai acara dan festival yang menarik wisatawan, pajak dari sektor ini
memiliki potensi yang signifikan. Namun, tantangan muncul dari
rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban
pajak. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya
kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.

Tabel 4.3 Data Pajak Restoran

Tahun Target Penerimaan %
2020 4.600.000.000,00 | 5.009.500.361,00 | 1.08%
2021 6.250.000.000,00 | 5.997.578.834,00 0,95%
2022 6.561.000.000,00 | 6.687.495.885,00 1,01%
2023 7.100.000.000,00 | 7.889.550.266,00 1,11%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo
Tahun 2023

Berdasarkan data tabel, tahun yang paling optimal dalam
pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tahun 2023,
dengan persentase pencapaian sebesar 1,11%. Pada tahun tersebut, dari
target Rp7.100.000.000,00, terealisasi sebesar Rp7.889.550.266,00,

menjadikannya tahun dengan pencapaian persentase tertinggi

*8 Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024
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dibandingkan tahun-tahun lainnya. Meskipun tahun 2020 mencatat
persentase  pencapaian  1,08%  dengan  penerimaan  sebesar
Rp5.009.500.361,00 dari target Rp4.600.000.000,00, nominal
penerimaannya lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Sementara itu,
tahun 2021 dan 2022 memiliki persentase pencapaian yang relatif lebih
rendah, yaitu masing-masing 95% dan 1,01%. Dengan demikian, dari
segi persentase pencapaian target dan nominal penerimaan, tahun 2023
dapat dikatakan sebagai tahun yang paling optimal.

Kenaikan kontribusi pajak di tahun 2023 mencerminkan peran
pajak yang semakin dominan dalam mendanai pendapatan daerah.
Menurut hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah:

“Fluktuasi yang terjadi pada pendapatan denda pajak hotel dan

restoran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada tahun 2020

dan 2021, kami melihat pendapatan denda pajak cukup stabil

karena banyak restoran yang taat bayar. Namun, di tahun 2022

mengalami penurunan, dan tahun 2023 kami mengalami lonjakan

sebesar 16,8%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengawasan

dan penegakan hukum terhadap restoran yang tidak mematuhi

peraturan perpaj akan.”.*°

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan yang
relatif stabil dan berkontribusi signifikan terhadap anggaran daerah.
Namun, diperlukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan
bahwa nilai objek pajak mencerminkan nilai pasar terkini.

Ketidakakuratan data dapat mengurangi potensi pendapatan dari pajak

* Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024
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ini. Proses pengukuran dan penilaian yang tidak akurat sering kali

menjadi kendala. Dalam wawancara dengan pejabat Badan Pendapatan

Daerah Kota Palopo, disebutkan bahwa

"kualitas data sangat penting, dan kami menyadari bahwa banyak

pemilik properti yang belum memahami kewajiban PBB mereka.

Tabel 4.4 Data Pajak Bumi dan Bangunan

n50

(PBB)

Tahun Target Penerimaan %
2020 3.769.000.000,00 | 3.851.966.198,00 1,02%
2021 4.677.000.000,00 | 4.289..657.838,00 | 0,91%
2022 4.727.000.000,00 | 4.157.888.921,00 0,87%
2023 5.677.000.000,00 | 4.458.715.762,00 | 0,70%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Tahun 2023

Berdasarkan data tabel, pencapaian target Pendapatan Asli Daerah

(PAD) bervariasi setiap tahun. Pada tahun 2020, penerimaan sebesar

Rp3.851.966.198,00 berhasil melampaui target Rp3.769.000.000,00,

dengan persentase pencapaian sebesar 1,02%. Hal ini menjadikan tahun

2020 sebagai tahun paling optimal dalam hal pencapaian target.

Sebaliknya, pada tahun-tahun berikutnya, realisasi penerimaan selalu

lebih rendah dibandingkan target. Tahun 2021 mencatat penerimaan

sebesar Rp4.289.657.838,00 dari target Rp4.677.000.000,00 dengan

persentase pencapaian 0,91%. Selanjutnya, tahun 2022 menunjukkan

*® Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024
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penurunan lebih lanjut, dengan penerimaan Rp4.157.888.921,00 hanya
mencapai 0,87% dari target Rp4.727.000.000,00. Pada tahun 2023,
meskipun target meningkat menjadi Rp5.677.000.000,00, penerimaan
yang terealisasi hanya Rp4.458.715.762,00, dengan persentase
pencapaian 0,70%, menjadikannya tahun dengan performa terendah.
Dengan demikian, tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang paling
optimal, karena berhasil melampaui target dengan pencapaian persentase
tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya.
b. Retribusi Daerah
Adapun data Retribusi daerah yaitu:

Tabel 4.5 Data Retribusi Jasa Umum

Tahun Target Penerimaan %
Anggaran
2020 200.000.000,00 | 226.297.000,00 1.13%
2021 425.200.000,00 | 423.464.416,00 0.99%
2022 500.000.000,00 | 423.377.000,00 0.72%
2023 400.200.000,00 | 509.436.000,00 1.27%

Sumber Laporan Tahunan Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo
Tahun 2023

Berdasarkan tabel, Berdasarkan Tabel 4.5, tahun 2023 menjadi tahun
paling optimal dengan pencapaian 1,27% dari target Rp400.200.000,00, diikuti
oleh tahun 2020 yang mencapai 113% dari target Rp200.000.000,00. Tahun
2021 mencatat pencapaian 0,99% dari target Rp425.200.000,00, sedangkan

tahun 2022 menjadi yang terendah dengan hanya mencapai 0,72% dari target
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Rp500.000.000,00. Dengan demikian, tahun 2023 menunjukkan kinerja terbaik
baik dari segi persentase maupun nominal penerimaan.

Pada tahun 2020, retribusi jasa usaha memiliki target sebesar
200.000.000,00, tetapi realisasi penerimaannya hanya mencapai 81.298.225,00,
yang menunjukkan pencapaian jauh di bawah target. Rendahnya realisasi ini
kemungkinan menjadi alasan mengapa retribusi jasa usaha tidak dilanjutkan
pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan
penghentian ini antara lain ketidakefisienan dalam pengelolaan retribusi,
rendahnya permintaan terhadap jasa yang dikenakan retribusi, atau kebijakan
pemerintah yang mengalihkan fokus pada sektor lain yang lebih potensial.
Selain itu, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga mungkin
memengaruhi aktivitas usaha secara signifikan, sehingga penerimaan dari
retribusi ini menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah mungkin
memutuskan untuk meniadakan retribusi jasa usaha guna memprioritaskan
sumber pendapatan yang lebih produktif dan strategis.

1) Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah
daerah kepada masyarakat atau pengguna jasa sebagai imbalan atas
pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jasa umum ini
biasanya mencakup layanan yang bersifat non-komersial dan ditujukan
untuk kepentingan umum, seperti pengelolaan sampah, penyediaan air
bersih, dan pelayanan kesehatan.

Misalnya, untuk pengelolaan sampah, pemerintah daerah
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mengenakan biaya kepada warga untuk memastikan kebersihan
lingkungan tetap terjaga. Selain itu, tarif untuk penggunaan air bersih
dari sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah juga menjadi salah
satu sumber retribusi. Pelayanan kesehatan, seperti layanan yang
diberikan oleh puskesmas atau rumah sakit daerah, juga dikenakan biaya
tertentu yang menjadi bagian dari retribusi jasa umum.

Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Palopo, beliau menjelaskan bahwa

“optimalisasi retribusi jasa umum sangat penting untuk

meningkatkan  kualitas layanan publik dan memastikan

keberlanjutan pelayanan tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kota

Palopo berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya pembayaran retribusi untuk mendukung

pengelolaan layanan publik yang lebih baik*

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah
daerah kepada masyarakat atau pengguna jasa atas layanan yang bersifat
komersial, di mana pemerintah memberikan fasilitas atau produk yang
dapat dijadikan sumber pendapatan. Contoh dari retribusi jasa usaha
meliputi retribusi parkir, yang merupakan biaya yang dikenakan kepada
pengguna kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir yang dikelola
oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, retribusi pasar dikenakan kepada

pedagang yang menggunakan fasilitas pasar daerah untuk berjualan.

Selain itu, terdapat retribusi perizinan, yaitu biaya yang dibebankan

>! Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024
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untuk pengurusan izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan (IMB)
atau izin usaha lainnya.

Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Palopo, beliau menyampaikan bahwa:

“Retribusi jasa usaha memiliki peran yang krusial dalam
meningkatkan pendapatan daerah. Beliau menekankan bahwa
penerapan retribusi yang tepat akan membantu pemerintah daerah
dalam menutupi biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas yang
digunakan dalam memberikan layanan. Selain itu, retribusi ini
menjadi sumber pendapatan yang penting untuk mendukung
pembangunan ekonomi local”*?

Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo juga berupaya untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar
retribusi jasa usaha, dengan harapan dapat menciptakan budaya tertib
administrasi. Dengan adanya retribusi ini, pemerintah daerah dapat
meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat serta
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur
dan fasilitas yang lebih baik.

b. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan
pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

penting bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai berbagai

program pembangunan dan layanan publik. Optimalisasi penerimaan pajak

dan retribusi daerah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak

pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Palopo. Dalam rangka

>? Hasil wawancara dengan Pejabat Badan Pendapatan Daerah, 2024
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meningkatkan ~ penerimaan  tersebut,  pemerintah  daerah  perlu

mengembangkan berbagai strategi yang dapat mempermudah masyarakat

dalam membayar pajak, meningkatkan kepatuhan, serta mengurangi potensi
kebocoran pendapatan. Untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan
untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota

Palopo, peneliti menggunakan analisis SWOT.

c. Strengths (Kekuatan)

1) Digitalisasi Sistem Pembayaran: Pemerintah Kota Palopo telah
menerapkan platform pembayaran pajak secara online. Ini mempermudah
masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus datang ke kantor, yang
dapat mengurangi keterlambatan dan mempercepat penerimaan pajak.
Implementasi ini juga meningkatkan kenyamanan bagi warga dan pelaku
usaha yang lokasinya jauh dari pusat kota. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, salah
satu kekuatan utama yang telah diterapkan adalah digitalisasi sistem
pembayaran pajak dan retribusi. Kepala Bapenda menjelaskan,

"Salah satu strategi utama yang kami terapkan adalah digitalisasi
layanan pajak dan retribusi, melalui sistem pembayaran online.
Dengan adanya platform online ini, masyarakat dapat lebih mudah
melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke
kantor."*®

Implementasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan

pembayaran, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.

Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang

5% Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024
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membayar tepat waktu dan secara efektif mengurangi keterlambatan

2) Peningkatan Transparansi dan Monitoring: Teknologi memungkinkan
pemerintah daerah untuk memantau penerimaan pajak secara real-time,
sehingga kebocoran pendapatan dapat diminimalkan. Sistem digital yang
transparan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dalam penggunaan pajak untuk pembangunan. Kepala
Bapenda menekankan bahwa penggunaan teknologi untuk monitoring
pajak secara real-time adalah elemen penting dalam mengurangi risiko
kebocoran pendapatan. la menjelaskan,

"Penggunaan teknologi informasi memungkinkan monitoring yang

lebih ketat terhadap penerimaan pajak dan retribusi. Ini membantu

kami dalam mencegah kebocoran pendapatan daerah".**

Teknologi ini  juga mendukung peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap penggunaan pajak.

3) Komitmen terhadap Sosialisasi: Pemerintah daerah secara rutin
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak melalui
media sosial dan pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Langkah ini
menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pemerintah secara rutin
melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, baik melalui
media sosial maupun tatap muka. Ini adalah kekuatan penting dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Kami rutin melakukan sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan

5 Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024
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pajak, baik melalui media sosial maupun tatap muka dengan para

pelaku usaha”.>

d. Weaknesses (Kelemahan)

1) Kurangnya Infrastruktur Teknologi: Meskipun digitalisasi sudah
diterapkan, infrastruktur teknologi di beberapa daerah masih kurang
memadai, terutama akses internet di wilayah pedesaan yang masih
terbatas. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di area tersebut
mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan online. Meskipun
sudah menerapkan digitalisasi, terdapat kendala di lapangan terkait akses
internet yang terbatas di beberapa daerah. Seorang pelaku usaha, Bapak
Hasan, menyampaikan,

"Pembayaran online itu memang lebih praktis, tapi sinyal di
beberapa daerah kadang susah, jadi kadang harus tetap bayar

langsung ke kantor seperti di Tandung, Menjana dan Kelurahan

Battang Barat dan Kelurahan kambo, saya sendiri dari kelurahan

kambo yang susah sekali mendapat signal jaringan”.*®

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan terkait
infrastruktur teknologi yang harus diperbaiki

2) Kesadaran Pajak yang Rendah: Tingkat kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang

belum memahami pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, yang

menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan. Tingkat kesadaran

masyarakat tentang pentingnya pajak masih menjadi kelemahan utama.

Kepala Bapenda mengatakan,

%% Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024
%€ Wawancara dengan Bapak Hasan, pelaku usaha, 2024
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"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi tantangan
tersendiri. Masih banyak masyarakat yang belum memahami
pentingnya pajak untuk pembangunan daerah." *’

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi

yang lebih intensif tentang peran pajak dalam pembangunan.

3) Tingkat Literasi Digital: Literasi digital yang masih rendah di kalangan

e.

masyarakat tertentu, terutama mereka yang lebih tua atau kurang familiar
dengan teknologi, dapat menjadi penghalang dalam penerapan layanan
pajak secara online. Selain infrastruktur, literasi digital yang masih
rendah di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, menjadi
penghambat dalam optimalisasi penerimaan pajak. Ibu Hartini, seorang
pedagang di pasar tradisional, mengungkapkan,
"Saya kadang bingung soal pembayaran pajak dan retribusi.
Informasinya belum begitu jelas, dan kadang saya juga merasa
beban pajak cukup berat untuk usaha kecil seperti saya'*®
Literasi yang rendah ini memperlambat adopsi teknologi digital dalam
pembayaran pajak

Opportunities (Peluang)

1) Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat: Ada peluang untuk memperluas

sosialisasi melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat atau pemimpin
lokal yang dipercaya oleh masyarakat. Langkah ini dapat meningkatkan
efektivitas edukasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi daerah. Ada
peluang untuk memperluas sosialisasi dengan melibatkan tokoh

masyarakat. Kepala Bapenda menyebutkan bahwa mereka berencana

5" Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024
%8 Wawancara dengan Ibu Hartini, pedagang pasar tradisional, 2024.
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bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya pajak,

"Kami berencana untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat
setempat untuk meningkatkan pemahaman mereka." >

Hal ini menunjukkan bahwa Kketerlibatan tokoh masyarakat dapat
mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan kepatuhan pajak
2) Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Dengan semakin
berkembangnya teknologi, ada peluang untuk meningkatkan infrastruktur
internet di seluruh wilayah Kota Palopo seperti Tandung, Menjana dan
Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan kambo. Hal ini didukung oleh
hasil wawancara dengan dengan Bapak lksan yang tinggal gunung
kelurahan Kambo:
“Saya rasa kondisi infrastruktur internet di sini masih perlu banyak
perbaikan. Sinyal sering kali tidak stabil, terutama saat cuaca
buruk. Kami sering mengalami kesulitan saat ada ingin
menghubungi keluarga”60
Hal ini akan memfasilitasi pembayaran pajak secara online dan
memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat, terutama
di daerah yang infrastrukturnya masih terbatas. Pengembangan
infrastruktur internet dan teknologi informasi di Kota Palopo, terutama di
wilayah pedesaan, merupakan peluang besar untuk meningkatkan
kemudahan akses pembayaran pajak secara online. Ini juga akan

membantu mengatasi masalah yang dihadapi pelaku usaha seperti Bapak

Hasan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran online akibat

%% Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024
80 \Wawancara dengan Bapak Iksan, Warga Kelurahan Kambo, 2024



59

masalah sinyal

3) Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Teknologi: Pemerintah dapat
meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dengan memperluas
jenis layanan yang bisa diakses secara online, seperti monitoring real-
time pembayaran pajak dan pemberian notifikasi kepada wajib pajak.

f. Threats (Ancaman)

1) Keterbatasan Sumber Daya untuk Edukasi: Upaya pemerintah dalam
melakukan edukasi dan sosialisasi bisa terhambat oleh keterbatasan
sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja yang tersedia
untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2) Resistensi Masyarakat Terhadap Teknologi: Sebagian masyarakat,
terutama mereka yang lebih tua atau kurang familiar dengan teknologi,
mungkin mengalami resistensi terhadap digitalisasi layanan, yang bisa
memperlambat adopsi sistem pembayaran pajak secara online. Ada
kemungkinan terjadi resistensi dari masyarakat, terutama yang kurang
familiar dengan teknologi, dalam hal penggunaan sistem pembayaran
online. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hartini,

"Informasinya belum begitu jelas, dan kadang saya juga merasa
beban pajak cukup berat untuk usaha kecil seperti saya." **

Ketidakjelasan informasi dan literasi yang rendah dapat menghambat
adopsi digitalisasi
3) Keamanan dan Privasi Data: Penggunaan sistem digital untuk

pembayaran pajak menghadirkan tantangan dalam keamanan data dan

81 Wawancara dengan Ibu Hartini, pedagang pasar tradisional, 2024
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privasi. Ancaman dari cybercrime atau kebocoran data bisa

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital ini.

c. Peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung
optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat
penting bagi pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Palopo, upaya
optimalisasi pajak dan retribusi memerlukan sinergi antara pemerintah
daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Peran serta masyarakat dalam
membayar pajak dengan tepat waktu, serta peran pemerintah dalam
memberikan kemudahan akses dan sosialisasi, menjadi kunci keberhasilan
optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran serta
masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pajak
dan retribusi di Kota Palopo. Penelitian ini didasarkan pada wawancara
yang dilakukan dengan pihak Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kota Palopo serta beberapa masyarakat setempat.

Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kota Palopo, dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah
melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan
pajak dan retribusi. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan
kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan. Beliau

menjelaskan:
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"Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan edukasi
kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Kami terus melakukan
sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, brosur, dan
juga melalui pertemuan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat.
Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga dan
institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang pajak
sejak dini."®

Terkait kemudahan pembayaran, pemerintah daerah telah berupaya
mempermudah akses masyarakat untuk membayar pajak, baik melalui
platform online maupun kemudahan pembayaran di berbagai lokasi
pelayanan. Beliau menambahkan:

"Kami telah menerapkan sistem pembayaran pajak secara online untuk

memudahkan masyarakat, terutama yang berada jauh dari kantor

pajak. Dengan sistem ini, masyarakat bisa membayar dari rumabh.

Namun, untuk masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi,

kami tetap menyediakan pelayanan langsung di berbagai tempat

strategis."®

Beliau juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan
penerimaan pajak:

"Transparansi adalah hal yang sangat kami tekankan. Kami

memberikan laporan secara berkala terkait penggunaan pajak daerah,

sehingga masyarakat tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan
digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur
kota."®

Pandangan masyarakat mengenai peran serta dalam mendukung
optimalisasi pajak dan retribusi juga diungkapkan melalui beberapa
wawancara. lbu Suryani, seorang warga Palopo yang memiliki usaha

warung, menyatakan:

"Sebagai warga, saya merasa penting membayar pajak, karena dari
pajak itulah pemerintah bisa membangun jalan dan fasilitas umum

62 Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024.
6% Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024
8 Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, 2024
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yang kita gunakan sehari-hari. Namun, ada kalanya saya merasa

kebijakan pajak kurang disosialisasikan dengan baik, terutama terkait

jadwal dan cara pembayaran."®

Selain itu, Bapak Hendra, seorang pedagang di pasar tradisional,
menyoroti kemudahan yang diperoleh melalui sistem pembayaran online,
meskipun masih ada kendala:

"Pembayaran pajak secara online sangat membantu kami yang sibuk

dengan usaha sehari-hari. Namun, saya berharap pemerintah bisa lebih

banyak memberikan pelatihan atau bantuan teknis kepada masyarakat
yang belum paham cara menggunakan sistem online."®

Dari wawancara dengan masyarakat, terungkap pula bahwa masih ada
sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pajak
daerah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Yusuf, seorang pensiunan PNS:

"Saya perhatikan, masih ada warga yang belum mengerti mengapa

kita harus membayar pajak daerah. Pemerintah perlu lebih sering

mengadakan pertemuan di tingkat RT atau RW untuk menjelaskan
kepada masyarakat tentang manfaat langsung dari pajak."®’

Hasil wawancara dengan Kepala Bapenda dan masyarakat
menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
sangat dipengaruhi oleh sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Beberapa faktor kunci yang ditemukan antara lain:

a. Peran Pemerintah Daerah dalam Sosialisasi dan Edukasi
Pemerintah Kota Palopo telah melakukan sosialisasi yang cukup

intensif melalui media sosial, brosur, dan pertemuan langsung dengan

masyarakat. Namun, ada kebutuhan untuk lebih memperluas jangkauan

% Wawancara dengan Ibu Suryani, pemilik usaha warung, 2024.
% Wawancara dengan Bapak Hendra, pedagang pasar tradisional, 2024.
67 Wawancara dengan Bapak Yusuf, pensiunan PNS, 2024.
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sosialisasi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terpapar
informasi atau memiliki akses terbatas ke teknologi.
. Penerapan Sistem Digitalisasi Pajak

Digitalisasi sistem pembayaran pajak melalui platform online telah
diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya mereka yang terbiasa
dengan teknologi. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang
belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga pemerintah daerah
perlu memberikan bimbingan teknis atau mengadakan pelatihan terkait
penggunaan sistem tersebut.
. Keterlibatan Aktif Masyarakat

Masyarakat yang telah memahami pentingnya pajak cenderung
memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dalam membayar pajak secara tepat
waktu. Namun, bagi sebagian warga, pengetahuan tentang pentingnya
pajak masih terbatas. Pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan
aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran akan manfaat pajak bagi
pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa

optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo sangat bergantung

pada peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah

telah berupaya melakukan berbagai langkah strategis, seperti sosialisasi dan

penerapan sistem pembayaran online, untuk meningkatkan kesadaran dan

mempermudah pembayaran pajak bagi masyarakat.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya
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pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya pajak, serta
ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memanfaatkan sistem
pembayaran online. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara
pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi
lebih intensif serta memperluas akses pembayaran pajak yang lebih mudah
dan transparan.

Pemerintah Kota Palopo perlu terus meningkatkan sosialisasi dan
memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat yang kurang familiar
dengan teknologi. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dan
peningkatan layanan dari pemerintah daerah, optimalisasi penerimaan pajak
dan retribusi di Kota Palopo diharapkan dapat tercapai secara maksimal,
sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

B. Analisis Data
1. Potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dalam
meningkatkan pendapatan Asli Daerah

Kota Palopo memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sebagai
kota yang berkembang di Sulawesi Selatan, Palopo telah menunjukkan
pertumbuhan yang pesat di sektor pariwisata, bisnis, dan ekonomi, yang
membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber
pajak dan retribusi.®®

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, pencapaian pajak hotel di Kota

%8 puspitasari, D. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pembayaran Pajak Daerah di Kota Surakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 5(2), (2020)
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Palopo menunjukkan bahwa optimalitas belum sepenuhnya tercapai. Hal ini
dapat dilihat dari pencapaian persentase terhadap target yang belum
konsisten, meskipun ada peningkatan nominal pada beberapa tahun.

Pada tahun 2020, pencapaian mencapai 0,79% dari target
Rp450.000.000,00, menjadikannya tahun dengan persentase tertinggi.
Namun, realisasi ini tetap belum memenuhi target 100%, yang berarti
potensi pajak belum dioptimalkan secara maksimal. Pada tahun 2021 dan
2022, persentase pencapaian bahkan lebih rendah, masing-masing hanya
0,43% dan 0,44%. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan nominal
penerimaan Yyang signifikan sebesar Rp669.810.884,00 dari target
Rp850.000.000,00, namun persentase pencapaiannya hanya 0,70%.

Menurut teori optimalisasi pajak daerah, seperti yang dikemukakan
oleh Halim (2007), suatu pajak daerah dikatakan optimal apabila target yang
ditetapkan sesuai dengan potensi pajak yang ada, dan realisasi penerimaan
dapat mendekati atau melampaui target.®® Ketidaksesuaian antara target dan
realisasi, sebagaimana terlihat dalam tabel, menunjukkan bahwa pajak hotel
di Kota Palopo belum dikelola secara optimal. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi hal ini meliputi:

a. Penetapan Target yang Tidak Realistis: Kenaikan target dari tahun ke
tahun mungkin tidak berdasarkan kajian potensi pajak yang matang.
b. Efektivitas Pemungutan Pajak: Kurangnya pengawasan dan pendataan

yang akurat terhadap wajib pajak hotel.

% Halim, A. Manajemen Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
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c. Kondisi Ekonomi dan Pandemi: Faktor eksternal seperti pandemi
COVID-19 dapat memengaruhi jumlah pengunjung hotel dan, pada
akhirnya, penerimaan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa optimalisasi
pajak daerah seringkali terkendala oleh ketidaksesuaian antara target dan
realisasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penetapan target yang
terlalu tinggi dan tidak realistis sering kali menyebabkan rendahnya tingkat
pencapaian pajak. Purnomo juga menekankan pentingnya melakukan
evaluasi berkala terhadap potensi dan kondisi ekonomi lokal untuk
menetapkan target yang lebih realistis. Untuk meningkatkan optimalitas,
perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan pajak, pendataan
wajib pajak yang lebih akurat, serta penetapan target yang realistis sesuai
dengan potensi penerimaan. Dengan demikian, optimalisasi pajak hotel
dapat tercapai sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas yang diusung dalam
pengelolaan pajak daerah.”

Pajak restoran di Kota Palopo, berdasarkan data pada Tabel 4.3, dapat
dikatakan sudah optimal pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh
pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023,
target pajak restoran yang ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000,00 tercapai
dengan penerimaan sebesar Rp7.889.550.266,00, menghasilkan persentase
pencapaian sebesar 1,11%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tidak hanya

target pajak restoran dapat dipenuhi, tetapi juga berhasil dilampaui, yang

" Purnomo, R. Pengaruh Penetapan Target Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di
Kota Yogyakarta, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 8, No. 2, (2019) 112-120.
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merupakan indikator utama bahwa pajak restoran pada tahun tersebut sudah
optimal.

Teori optimalisasi pajak daerah mengemukakan bahwa suatu sistem
pajak dikatakan optimal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan atau
melampaui target yang telah ditetapkan, serta dapat berkontribusi pada
kesejahteraan daerah.”* Dalam hal ini, tahun 2023 menunjukkan kinerja
terbaik dengan pencapaian yang signifikan. Selain itu, meskipun tahun 2020
menunjukkan persentase Yyang cukup tinggi (1,08%), penerimaan
nominalnya lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Tahun 2021 dan 2022
memiliki pencapaian yang lebih rendah dengan persentase 0,95% dan
1,01%, yang menunjukkan bahwa pencapaian pada tahun-tahun tersebut
belum optimal.

Dengan demikian, tahun 2023 dapat dianggap optimal dalam
pencapaian pajak restoran karena tidak hanya mencapai target, tetapi juga
melampauinya, yang sesuai dengan prinsip optimalisasi pajak daerah.
Namun, pencapaian yang optimal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor
eksternal seperti peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi lokal, yang
dapat mendorong peningkatan pendapatan dari sektor restoran. Oleh karena
itu, untuk memastikan pencapaian optimal berkelanjutan, perlu adanya
kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ini di masa
mendatang.

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

! Halim, A. Manajemen Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
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(PBB) di Kota Palopo, pencapaian pajak PBB dapat dikatakan belum
optimal dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada tahun yang
melampaui target. Tahun 2020 menjadi tahun yang paling optimal dengan
persentase pencapaian 1,02%. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak PBB
sebesar Rp3.851.966.198,00 berhasil melampaui target Rp3.769.000.000,00.
Persentase pencapaian yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa pada
tahun tersebut, realisasi penerimaan pajak PBB berada di atas target, yang
merupakan indikator optimal.

Namun, setelah tahun 2020, pencapaian pajak PBB mengalami
penurunan. Pada tahun 2021, penerimaan hanya tercatat sebesar
Rp4.289.657.838,00 dari target Rp4.677.000.000,00, menghasilkan
persentase pencapaian sebesar 0,91%. Tahun 2022 menunjukkan penurunan
yang lebih lanjut dengan penerimaan hanya mencapai 0,87% dari target
yang ditetapkan. Pencapaian terendah terjadi pada tahun 2023, di mana
penerimaan  hanya  mencapai Rp4.458.715.762,00 dari  target
Rp5.677.000.000,00, menghasilkan persentase pencapaian 0,70%.

Teori optimalisasi pajak daerah menyatakan bahwa pencapaian yang
optimal terjadi ketika realisasi penerimaan sesuai dengan atau melampaui
target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun tahun 2020 dapat
dikatakan sebagai tahun yang optimal karena berhasil melampaui target,
tahun-tahun berikutnya menunjukkan kinerja yang kurang optimal, dengan
realisasi yang lebih rendah dari target yang ditetapkan. Penurunan

pencapaian ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti
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kesulitan dalam penarikan pajak, kesadaran masyarakat yang kurang, atau
kebijakan yang tidak memadai dalam pengelolaan pajak PBB.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang ada, tahun 2020 dapat
dianggap sebagai tahun yang paling optimal untuk pajak PBB di Kota
Palopo, sementara tahun-tahun berikutnya belum mencapai hasil yang
diharapkan.

Berdasarkan Tabel 4.5 tentang Data Retribusi Jasa Umum di Kota
Palopo, dapat dikatakan bahwa retribusi daerah jasa umum belum
sepenuhnya optimal jika mengacu pada target yang telah ditetapkan.
Meskipun ada beberapa tahun yang menunjukkan pencapaian di atas 100%,
ada pula tahun-tahun di mana target retribusi tidak tercapai secara
maksimal.

Tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dengan
penerimaan sebesar Rp509.436.000,00 melampaui target Rp400.200.000,00
dengan persentase pencapaian 1,27%. Ini menunjukkan pencapaian yang
optimal dalam hal persentase dan nominal penerimaan. Dalam hal ini, tahun
2023 bisa dianggap sebagai pencapaian yang optimal.

Tahun 2020 juga menunjukkan pencapaian yang cukup baik, dengan
persentase pencapaian 1,13% dari target Rp200.000.000,00, yang berarti
penerimaan yang terealisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Namun,
meskipun persentase pencapaian tinggi, nominal penerimaan relatif lebih
rendah dibandingkan tahun 2023.

Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan pencapaian, dengan
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persentase pencapaian masing-masing 0,99% dan 0,72%, yang berarti target
retribusi tidak tercapai secara maksimal. Terutama pada tahun 2022, dengan
hanya tercapainya 0,72% dari target Rp500.000.000,00, yang menunjukkan
kinerja yang kurang optimal dalam hal pencapaian retribusi.

Menurut Teori Realisasi Pajak, suatu pencapaian dapat dikatakan
optimal apabila realisasi penerimaan lebih tinggi atau sama dengan target
yang telah ditetapkan. Konsep ini mengacu pada prinsip pencapaian yang
ideal dalam pengelolaan pendapatan daerah, di mana keberhasilan dalam
pencapaian target diukur berdasarkan dua hal, yaitu nominal penerimaan
yang tercapai dan persentase pencapaian dari target.”

Dalam hal ini, teori ini menunjukkan bahwa apabila pencapaian
penerimaan tidak sesuai dengan target, seperti yang terjadi pada tahun 2021
dan 2022, maka pencapaian tersebut belum dapat dikatakan optimal.
Keberhasilan pencapaian yang optimal terjadi ketika penerimaan yang
tercapai sesuai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini
menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, pemantauan berkelanjutan,
serta langkah-langkah evaluasi yang tepat sangat diperlukan untuk mencapai
kinerja yang optimal.

Dengan demikian, meskipun ada tahun yang berhasil melampaui
target, kinerja retribusi daerah jasa umum secara keseluruhan masih belum
optimal karena adanya tahun-tahun dengan pencapaian yang lebih rendah

dari target yang ditetapkan.

72 Nasution, M. Teori dan Praktik Sistem Penerimaan Pajak Daerah, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 2019)
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2. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan
pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Analisis SWOT optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di
Kota Palopo menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan
berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Salah satu
kekuatan utama adalah digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo menjelaskan
bahwa penerapan sistem pembayaran online memudahkan masyarakat
dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor. Hal
ini didukung oleh Teori Sistem Informasi (Information Systems Theory)
dimana teori ini berfokus pada pengelolaan informasi dan bagaimana sistem
informasi dapat mendukung keputusan bisnis dan manajemen. Dalam
konteks ini, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring pajak secara
real-time dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, serta mengurangi risiko kebocoran pendapatan.”

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang
membayar tepat waktu dan mengurangi keterlambatan. Selain itu,
penggunaan teknologi informasi untuk monitoring pajak secara real-time
menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko kebocoran pendapatan.
Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih ada kelemahan
yang perlu diatasi, seperti kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa

wilayah yang mengakibatkan akses internet yang terbatas. Seorang pelaku

" Laudon, K. C., & Laudon, J. P, Information Systems: Managing the Digital Firm (16th
ed.). Pearson, (2019)
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usaha, Bapak Hasan, mengungkapkan bahwa meskipun pembayaran online
lebih praktis, sinyal di beberapa daerah kadang sulit dijangkau.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak
juga masih menjadi tantangan, seperti yang dinyatakan oleh Kepala
Dispenda, yang mengungkapkan bahwa sosialisasi dan edukasi menjadi
kendala tersendiri. Selain itu, literasi digital yang rendah di kalangan
masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, turut memperlambat adopsi
teknologi. Ibu Hartini, seorang pedagang di pasar tradisional,
mengungkapkan kebingungannya terkait pembayaran pajak dan retribusi,
yang menunjukkan perlunya informasi yang lebih jelas. Meskipun terdapat
kelemahan, ada peluang untuk memperluas sosialisasi dengan melibatkan
tokoh masyarakat dan mengembangkan infrastruktur teknologi untuk
meningkatkan aksesibilitas pembayaran pajak. Kepala Dispenda juga
menyatakan rencana untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Namun, pemerintah
juga harus menghadapi ancaman, seperti keterbatasan sumber daya untuk
edukasi, resistensi masyarakat terhadap teknologi, serta potensi masalah
keamanan data dalam sistem pembayaran digital.

Berdasarkan Teori Sistem Informasi (Information Systems Theory)
yang digunakan dalam strategi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi
daerah yaitu memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan edukasi
serta sosialisasi mengenai pajak. Pengembangan sistem keamanan data yang

baik juga menjadi penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
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Selain itu, perluasan layanan publik berbasis teknologi diharapkan dapat
mendukung transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembayaran pajak. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong
peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang berkelanjutan di
Kota Palopo.
Peran serta Masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung
optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat
penting bagi pembangunan daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi di Kota
Palopo memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif
masyarakat. Peran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, serta
peran pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan sosialisasi,
menjadi kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Berbagai strategi sosialisasi
dan edukasi perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami
bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi mereka. Oleh karena
itu, sosialisasi melalui media sosial, brosur, dan kerja sama dengan institusi
pendidikan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam
tentang pajak.

Kemudahan akses pembayaran pajak juga menjadi faktor penting

dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penerapan sistem pembayaran pajak
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secara online dapat mempermudah masyarakat, terutama mereka yang
memiliki  kesibukan sehari-hari. Penelitian oleh Agustin (2021)
menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses pembayaran pajak dapat
mendorong tingkat kepatuhan masyarakat. Namun, untuk masyarakat yang
belum terbiasa dengan teknologi, perlu ada pelatihan dan bimbingan agar
mereka dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik.”

Keterlibatan aktif masyarakat dalam membayar pajak juga
mempengaruhi kepatuhan pajak. Masyarakat yang memiliki pemahaman
yang baik tentang manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam membayar
pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong keterlibatan aktif
masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat pajak bagi
pembangunan daerah. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan di tingkat
RT atau RW untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat tentang
manfaat dan pentingnya pajak.”

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo memerlukan
sinergi yang kuat antara peran pemerintah daerah dan partisipasi aktif
masyarakat. Salah satu faktor kunci adalah peran pemerintah dalam
melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak. Meskipun
telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi, masih terdapat kebutuhan untuk
memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat yang kurang terpapar,

sehingga mereka dapat memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran

"Agustin, R. Analisis Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 6(1), (2021), 23-30.

® Junaidi, M. Peran Pemahaman Masyarakat Terhadap Pajak Dalam Meningkatkan
Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, 8(3), (2022), 77-
85.
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pajak. Selain itu, penerapan sistem digitalisasi pajak juga menjadi elemen
penting. Meskipun digitalisasi telah diterima dengan baik oleh sebagian
masyarakat, masih ada individu yang belum terbiasa menggunakan
teknologi, sehingga pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan bimbingan
teknis yang memadai untuk membantu mereka.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembayaran pajak sangat
menentukan kepatuhan mereka. Masyarakat yang memahami pentingnya
pajak cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan
mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong keterlibatan
masyarakat dengan memastikan bahwa mereka mengetahui manfaat
langsung dari pajak yang mereka bayar, seperti pembangunan infrastruktur
dan peningkatan layanan publik. Dengan memfasilitasi dialog yang terbuka
dan transparan, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa
memiliki terhadap pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, keberhasilan optimalisasi pajak dan retribusi
daerah di Kota Palopo bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis dalam sosialisasi, penerapan
teknologi yang lebih baik, dan peningkatan keterlibatan masyarakat,
diharapkan penerimaan pajak dan retribusi dapat meningkat secara
signifikan. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota

Palopo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kota Palopo memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, terutama dari sektor
pajak hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi
lainnya. Namun, tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan
masyarakat dan pelaku usaha, yang memerlukan edukasi lebih lanjut serta
pembaruan data objek pajak secara berkala.

2. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo
menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran merupakan kekuatan
utama. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang kurang dan
rendahnya literasi digital perlu diatasi. Peluang untuk meningkatkan
sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat ada di depan mata.
Disarankan agar pemerintah memperkuat infrastruktur, meningkatkan
edukasi, dan mengembangkan sistem keamanan data. Upaya ini diharapkan
dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara

berkelanjutan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun saran penelitian yaitu:

1. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan program edukasi dan
sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi untuk meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam
menyediakan akses mudah dan sosialisasi tentang pentingnya pajak,
sementara masyarakat perlu berperan aktif dalam memenuhi kewajiban
perpajakan. Edukasi yang berkelanjutan dan kemudahan pembayaran akan
mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak

2. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem digitalisasi
pembayaran pajak dan retribusi untuk memudahkan akses bagi masyarakat,
terutama di daerah terpencil.

3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan studi kasus serupa di
daerah lain untuk membandingkan efektivitas optimalisasi pajak dan

retribusi di berbagai konteks daerah.
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara

A. Indikator Pedoman Wawancara

optimalizasi pajak dan
retribust daerah di Kota

Palopo

No | Eumusan Masalah Variabel Penelitian | Indikator Variabel
1 1} Jumlah jenis pajak
dan retribusi
Potensi pajak dan 2) Potensi penerimaan
Jenis pajak dan
retribusi daerah di Kota pajzk dan retribusi
retribusl
Palopo 3) Tingkat kepatuhan
wajib pajak dan
refribuzs
2 Strategi Eebijalcan perpajakan | 1) Jenis kebijakan
mengoptimalkan dan retribus perpajakan dan
penerimaan pajak dan retribuzl
retribuz daerah di Kota
Palopo
3 1} Tingkat partisipasi
17 Eezadaran
masyarakat dzlam
mazyarakat akan
program sosialisasi
Peran masyarakat kewajiban pajak
perpajakan
dalam mendukung

1} Peran pemerintzh

daerah

1) Eebijakan dan
program pemerintah
dalam meningkatlan

kepatuhan pajak




B. Subjek Penelitian

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Staf dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

3. Masyarakat Umum yang merupakan Wajib Pajak

Daftar Pertanyaan;

A.

Kepala Badan Pendapatan Daerah dan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan:

1.

2.

10.

Siapa nama anda?

Berapa umur anda?

Bagaimana Cara Mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo?
Apa saja jenis pajak daerah yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan
Daerah Kota Palopo?

Mengapa jenis pajak tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar?
Bagaimana pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kota Palopo yang menjadi
sumber utama pajak daerah?

Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota
Palopo untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi?

Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi wajib pajak??

Bagaimana cara mengatasi hambatan utama yang dihadapi dalam optimalisasi
pemungutan pajak dan retribusi??

Bagaimana mekanisme pendataan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah

di Kota Palopo?



11. Apa solusi yang dilakukan agar masyarakat giat bayar pajak dan tau bahwa

pajak itu wajib?

A. Masyarakat wajib pajak

1.

2.

10.

11.

12.

Siapa nama anda?

Berapa umur anda?

Seberapa besar pengetahuan Anda tentang pajak dan retribusi daerah?
Sebagai wajib pajak, apa yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi
kepatuhan Anda dalam membayar pajak dan retribusi daerah?

Jenis pajak dan retribusi daerah apa saja yang anda bayar setiap tahunnya?
Apakah Anda rutin membayar pajak dan retribusi yang diwajibkan? Jika
iya, apa motivasi Anda?

Berapa biaya atau iuran pajak dan retribusi yang anda bayar tiap
tahunnya?

Apakah Anda merasa bahwa tarif pajak dan retribusi yang dikenakan
sudah sesuai dengan manfaat dan pelayanan yang diterima?

Apa kendala atau hambatan yang Anda hadapi dalam membayar pajak dan
retribusi daerah?

Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah terkait pengelolaan pajak
dan retribusi?

Mekanisme cara pembayaran pajak oleh masyarakat apakah memudahkan
dalam pembayaran atau tidak

Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap tata cara pembayaran pajak dan

retribusi daerah
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Lampiran 3: Dokumentasi







Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menclaah dengan seksama skripst berjudul: Optimalisasi penerimaan pajak
daerah dan retrnibust daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo.

Yang ditulis oleh
Nama ; Adinda
Nim 2004010239
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak
untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian

Demikian persetujuan im dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing

o

Abd. Kadir Amo, S.E Sy, Msi



Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing

Abd. Kadir Amo, S.E.Sy., Msi..

Lamp.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi an. Adinda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-
Palopo

Assalamu “alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah melakukan bimbingan, batk dan segi isi, bahasa maupun teknik

penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama
NIM
Program Studi

Judul Skripsi

: Adinda
2004010239

: Ekonomi Syariah

: Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota
palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik

dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian, Demikian

disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,

Abd. Kadir Amo, S.E.Sy., Msi.

Tanggal : , 2024



Lampiran 6: Tim Verifikasi Naskah Skiripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS
Lamp,
Hal - Skripsi an. Adinda
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Palopo
Assalamu “alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam TAIN

Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:
Nama . Adinda
NIM : 2004010239

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi  : Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

I. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan

Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam TAIN Palopo.

2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu *alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi
1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., ME.
tanggal : /0 Oktober 202y
2. Nining Agraini
tanggal : o Qitoper %074




Lampiran 7: Surat Keterangan Membaca Tulis Al-Qur’an (MBTA)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

UNIT MA’HAD AL-JAMI'AH
JI. Agatis Kel. Balandai Kee. Bara Kota Palopo
Web: mahad.iainpalopo.sc.id /Email : mahad@ iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI
Nomor: 063/In.19/MA.25.02/06/2024

Kepala UPT Ma’had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Adinda
NIM : 2004010239
Fakultas/Prodi - Ekonomi & Bisnis Islam/EKIS

Telah mengikuti ujian mengaji (menulis Dan Membaca) Al-Qur’an dan dinyatakan

Lulus dengan predikat:
Membaca  : Istimewa, Sangat-Baik, Baik"
Menulis : Istimewa, Sangat-Baik, Baik”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Juli 2024
Kepala UPT Ma’had A -Jami‘ah

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu
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Lampiran 9: Kartu Kontrol Seminar Hasil

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email. febi@iainpalopo ac.id; Websife: hitps /fiebi iainpalopo.ac id/

— KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI
Nama : A&“‘“
NIM . 00400236
Prodi . _Exonoun_SYarida
NAMA JUDUL SKR P:dPINAN KET.
1PSI ;
NO | HARITGL | ypaHASISWA 1
m\- analSag sk reat [ e nfetmin ‘»crk-..}o'
1 | o6fplwna | Nuad briisa P«\M kedei u(rc»\\m Fotn i@ /2/
‘-’ﬁ’*‘ (\ﬂ\’ﬁf
2 03,0311‘,” N\MW"‘ (W\ 13 C«m\ av%
sepmn Pcr fuh G\un fedredap wl o
3 | i3 fostaonm | Gt Vancen WREEE, Pl loknl vode Aty Ja%il
Selee peren Reneriobeiy  Soom
4 | 2g/os wia g“*\\‘l&\& “W‘ teteo ddey, tofido g
\a(. A TBANe TR €3 Alva
5 | (ofoa | Pl %‘W‘MM Veelmdgg Wt Ao
%“,_Ai- el Fap uv.lvc
€ | V4[ex [1004 Dewi 6‘25"(\\ H@:w" Yol M
Poisu al bedorex C
7 | aofobfun | 6hsnen pemutsds s b b«w., g” |
N kal,
8 -
9
10
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL, MH.L.
NIP 19820124 200901 2006
NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.




Lampiran 10: Hasil Cek Plagiasi

Adinda

ORIGIMALITY REPORT
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RIWAYAT HIDUP

Adinda, lahir di Kota Palopo kec Wara Barat kel Lebang
pada tanggal 06 Oktober 2002. Penulis merupakan anak
pertama dari pasangan seorang ayah bernama Adi

Surahman dan ibu bernama Ratnawati. saat ini penulis

bertempat tinggal di Lebang kota Palopo. Pendidikan dasar
penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 27 Lebang. Kemudian, di tahun
yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Palopo hingga tahun 2017. Pada
tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Setelah lulus di SMA
tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di
prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri ( IAIN) Palopo, atas dukungan dan bimbingan semua pihak serta atas izin
Allah SWT pada tahun 2024 penulis penyelesaian studi pendidikan Strata 1 ( S1)
dengan judul penelitian “Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo”



